SALINAN PENETAPAN
Nomor 277/Pdt.P/2018/PA.Mmj.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Fengadian Agama Maimuju yaig iiéiiisiinea dan inieiigadii peinaia
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
periciapan sebagai beiikul daiani perhara Dispensasi Rawinn yaiy diajukarn
oieh:

Haiisa Dinii Taunggeng, umui 47 idiun, agama isiam, pendidikan SD,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Lingkungan Taiibu, Keiuranan mamunyu, Kecamatan Mamuju,

Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelaiari berkas perkara vana bersanakutan;
Telah mendengar keterangan Pemonon;

DUDUK PERKARA

Bahwa am surat permohonannya tertanggal 15 Agustus
2018 vana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuiu. Nomor

277/Pdt.P/2018/PA.MmY., telah mengajukan ceral talak komulasi dengan Isbat
nikah terhadap Terauaat denaan uraian/alasan sebaqai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2000 Pemchon telah menikah dengan
seorana laki-laki bernama Mardina bin Makka dihadapan Peiabat Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kalukku, dengan bukti berupa Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor 14/14/IV/94 tertanaaat 27 April 1994, vana dikeluarkan
olen Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 anak salah
satunya bernama Hendra bin Marding, umur 18 tahun 4 bulan, anak ketiga
vang lahir pada tanaagal 14 Januari 2000 (18 tahun 4 bulan);

3. Bahwa anak Pemonon tersebut teiah sekitar kurang iebih 1 tahun menjalin
cinta dengan seorana perempuan bernama Nursaida binti Samsul. umur 17
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tahun. agama Islam. pekeriaan pelaiar. bertempat tinqaal di Lingkunqgan
Fure 1, Kelurahan Sinyonyol, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon
tersebut dengan caton istrinya Nursaida binti Samsul, dengan alasan ingin
dinikahkan secara svariat islam dan hukum vana ada di Indonesia. karena
muda mudi in1 pernah larn dar: ruman;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Nursaida binti Samsul tidak terdapat
hubungan nasab atau hubungan iain yang dapat menghalangi sahnya
pernikahan:

6. Bahwa anak Pemohon telan melamar calon Istrinya bernama Nursaida binti
Samsul dan menurut rencana pernikahannva akan dilaksanakan pada 10
hari seteian iebaran IU Adna;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, akan
tetapi pihak Kantor Urusan Agama tesebut menolak untuk
meiaksanakannya dengan aiasan anak Pemohon Kurang umur,
sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.
38/Kua.31.01.03/PW.01/08/2018, tanggal 15 Agustus 2018, maka oleh
karena itu Pemohon mohon aagar Ketua Penaadilan Agama Mamuiu dapat
memberikan dispensasi kawin kepada anak Femohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Pemohon mohon agar Ketua Penaadilan

Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadii perkara ini, untuk selanjutnya

meniatuhkan penetapan vana amarnva berbunyi sebaqai berikut:

PRIMAIK :

1. Menaabulkan permohonan Pemohon:

2. Menetapkan, membern dispensasli bagl anak Pemohon yang bernama
Hendra bin Mardin 18 tahun 4 bulan. untuk menikah denaan Nursaida binti
Samsul 1/ tahun 2 bulan;

3. Membebankan biava perkara menurut peraturan perundang-undanaan vang
berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabiia FPengadilan berpenaapat lain, mohon penetapan yang seadil-adiinya;
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Bahwa di persidangan Pemohon datana sendiri dan menvatakan di
hadapan Majetis Hakim bahwa Pemohon akan menunggu sampal umur anak
Pemohon mencapai 19 tahun. sehinaga Pemohon menvatakan mencabut
perkaranya yang terdattar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor
277/Pdt.P/2018/PA Mmi. tanaqal 15 Aqustus 2018:

Bahwa untuk menngkas uratan penetapan Ini maka cukup ditunjuk hal
ikhwal sebagaimana vang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan vang
merupakan bagian darn penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa olen karena Fermohon ingin menunggau sampail
umur anak Pemohon mencapai 19 tahun. maka Pemohon menvatakan
mencabut permohonannya vang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Mamuiu Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mmi. tanaaal 16 Aqustus 2018:

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon, Majelis
Hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum. oleh karena itu patut
untuk diterima dengan menyatakan permohonan Pemohon dicabut;

Menimbana. bahwa perkara ini termasuk bidana perkawinan. maka
sesual Fasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor / lahun 198Y sebagaimana
telah diubah dengan Undana-undana Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon:

dan dalil svar'i vang bersanakutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN
o Menaahilkan nermohonan nencabiitan nerkara Nomor
277/Pdt.P/2018/PA.Mmj. dari Pemohon;
o Memeriniahkan Panitera unhik mencatat nencahitan perkara tersebiit

dalam register perkara;
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o Memerintahkan Pemohon untuk membavar biava perkara sejumiah
RP 291.000,00 (dua ratus sembilan puiun satu rnbu rupian),

Demikian Penetapan ini diiatuhkan dalam rapat permusvawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Rabu tanggal 05
September 2018 Masehi bertepatan denaan tanaaal 25 Zuthiiiah 1439 Hiirivah
olen kami NAHARUDUDIN, S.Ag., M.H., sebagal Ketua Majells, aengan
didampingi oleh MARWAN WAHDIN. S.HI.. dan MANSUR. S.Ag.. M.Pd.l.
masing-masing sebagal Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan
dalam sidanag terbuka untuk umum pada hari itu iuaa oleh Ketua Maielis denaan
dihadin olen Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABLD. RASYID
R. S.HI., sebagai Panitera Penaganti. dengan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,

HAKIM ANGGOTA | HAKIM ANGGOTA
TTD TTD
MARWAN WAHDIN, S.Hi., MANSUR. S.Aq.. M.Pd.l.,
PANITERA PENGGANT]
TID

ABD. RASYID R, S.HI.
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Perincian Biava Perkara:

Biava Pendaftaran Rp 30.000.-
Biaya Proses/ATKPerkara Rp 50.000,-
Biava panaailan Rp 200.000.-

Biaya Redaks! Rp 5.000,-
Biaya Meterai Rp 6.000 .-
Jumian Kp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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